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RINGKASAN MATERI 

 

 

Pemeriksaan bersama dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, BPKP, dan SKK Migas 

diharapkan dapat menjaga penerimaan negara serta memberikan kepastian hukum bagi 

kontraktor kontrak kerjasama, sehingga dapat mendorong investasi industri hulu minyak dan 

gas bumi. Peneliti mencoba mengimplementasikan hasil diklat Data Analytic For Audit 

kedalam tema kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) atas temuan pengawasan yang 

dilaksanakan untuk Tahun 2020.  

Dengan adnya pemeriksaan bersama, maka prinsip uniformity dapat dipenuhi yaitu biaya 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama dengan biaya yang dikembalikan 

kepada kontraktor serta merupakan biaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi hasil 

dan pajak.  

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis rasio atas tindak 

lanjut temuan. Hasil analisis data dalam laporan ini diharapkan bermanfaat dalam 

penyusunan Audit kontraktor kontrak kerjasama(KKKS) pengawasan yang akan dilakukan. 
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BAB I 

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN 

 

 
1.1 Gambaran Umum Topik Pengawasan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk 

Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi dan perubahannya, pemeriksaan dilakukan bersama oleh tiga instansi; 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas), yang selanjutnya disebut sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama 

(“Satgas Pemeriksaan Bersama”). 

Pemeriksaan Bersama adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan Satgas Pemeriksaan 

Bersama secara objektif dan profesional terhadap Kontraktor yang bertindak sebagai 

operator atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan 

pengembalian Biaya Operasi di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi 

hasil dan PPh Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemeriksaan Bersama dilakukan atas pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.03/2018 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan 

Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan 

Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

 
1.2 Identitas Obyek Pengawasan 

Obyek pengawasan merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). KKKS adalah 

badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan 

eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama 

(KKS) dengan SKK Migas. 
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1.3 Matriks Desain Pengawasan 

Matriks desain pengawasan terhadap KKKS Tahun 2020 atas Pemeriksaan Bersama 

atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas dengan tujuan untuk Menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas antara Pemerintah 

Republik Indonesia dengan Kontraktor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Kontrak Kerja Sama atas atas Audit Question dengan rincian Matriks desain 

pengawasan tersaji dalam Lampiran 1 
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BAB II 
KEGIATAN ANALISIS DATA 

 

2.1 Kegiatan Analisis Data 

Kegaiatan analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Data Extraction and Transform 

Tahap ini merupakan tahapan memperoleh data temuan atas pengawasan yang 

dilaksanakan pada tahun 2020 dari SKK Migas. Setelah data diperoleh, dilakukan 

pembersihan (cleansing) dan penataan data agar format dataset sesuai dengan 

yang dibutuhkan. Berbagai kelemahan data seperti ketidaksesuaian format field 

data atau lainnya di-transform hingga sesuai dengan kebutuhan saat analisis. 

2. Analysis 

Tahap ini merupakan tahapan pembuatan model analisis yang dibutuhkan. Model 

analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif atas tindak lanjut temuan. 

3. Report 

Pelaporan hasil analisis dituangkan dalam bentuk Dashboard Analisis Temuan 

Tahun 2020 

 

2.2 Uraian Analisis Data dan Hasilnya 

Cleansing data temuan atas pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan 

analisis deskriptif terhadap temuan (5) kelompok temuan terbanyak dan lima (5) 

kelompok temuan dengan nilai tertinggi dengan analisis data dalam beberapa tahapan 

yaitu: 

1. Tahap Preprocessing Data 

Pada tahapan ini dataset yang sudah dimiliki dilakukan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a) Pembersihan data yang duplikasi terutama di data Kelompok Temuan pada 

KKKS Tahun 2020; 

b) Mengecek kembali data – data dengan informasi n/a dan error; 

c) Membuang data – data yang tidak lengkap informasinya; 

d) Menambahkan data – data yang masih belum lengkap. 
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2. Tahap Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode Analisis Deskriptif. 

Berdasarkan Hasil analisis Deskriptif yang sudah dilakukan ditemukan beberapa 

hal sebagai berikut: 

a) Total Jumlah Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Bersama KKKS Tahun 2020 

terhadap 58 KKKS dengan 542 jumlah temuan dan 24 jumlah kelompok 

temuan sebesar Rp9.834.194.892.123,30; 

b) Status Temuan Hasil Pemeriksaan Bersama KKKS Tahun 2020 yang perlu 

pembahasan lebih lanjut sebesar 9,7T atau 98,64% dan Setuju Sudah dikoreksi 

sebesar Rp1,01T atau 0,11%; 

c) Temuan berdasarkan kelompok temuan Hasil Pemeriksaan Bersama KKKS 

Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Lainnya sebanyak 264 temuan; 

2. Salary & Benefit expatriate yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 93 

temuan; 

3. Penyusutan tidak sesuai PSC sebanyak 43 temuan 

4. Denda belum dipungut sebnyak 23 temuan; 

5. Pembebanan biaya tanpa supporting document/bukti yang cukup 

sebanyak 21 temuan; 

6. Penerapan rate tidak sesuai dengan kontrak 18 temuan; 

7. Pembebanan biaya pekerjaan melebihi kontrak sebanyak 13 temuan; 

8. Kelebihan pembebanan biaya overhead sebnyak 10 temuan. 

d) Temuan berdasarkan nilai temuan Hasil Pemeriksaan Bersama KKKS Tahun 

2020 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Penyetoran lain sebesar Rp5.257.679.345.416,00; 

2. Lainnya sebesar Rp2.300.287.712.479,39; 

3. Penyusutan tidak sesuai PSC sebesar Rp965.502.163.183,78; 

4. Salary & Benefit expatriate yang tidak sesuai ketentuan sebesar 

Rp287.195.609.453,89; 

5. Selisih kurs sebesar Rp253.988.419.560,00; 

6. Pembebanan biaya tanpa supporting document atau bukti yang cukup 

sebesar Rp249.765.542.664,00; dan 
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7. Penerapan rate tidak sesuai dengan kontrak sebesar 

Rp192.299.186.725,28. 

3. Visualisasi Data 

Setelah dilakukan Analisis Data, hasilnya dilakukan Visualisasi Data menggunakan 

Microsoft Power BI dengan hasil sebagai berikut: 
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BAB III 
PENUTUP 

 
3.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Nilai emuan hasil pemeriksaan bersama KKKS Tahun 2020 terhadap 58 KKKS 

terhadap lima (5) kelompok temuan terbanyak dan 5 kelompok temuan dengan 

nilai tertinggi perlu menjadi fokus tim pengawasan dalam melakukan Pemeriksaan 

bersama serta mengantisipasi terjadinya temuan yang berulang; 

2. Status temuan hasil pemeriksaan bersama KKKS Tahun 2020 yang perlu 

pembahasan lebih lanjut sebesar 9,7T atau 98,64% dan Setuju Sudah dikoreksi 

sebesar Rp1,01T atau 0,11% perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari hasil 

pengawasan KKKS; 

3. Sebagai bahan Manajemen Resiko dan GCG untuk penugasan KKKS pada tahun 

berikutnya.  

3.2 Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan simpulan diatas maka analisis temuan hasil pemeriksaan bersama 

KKKS dapat bermanfaat dan diharapkan dapat dijadikan sarana untuk memberikan 

informasi tentang implementasi pengunaan data analytic dalam menghasilkan 

informasi dalam penugasan bersama oleh tiga instansi; Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). 

2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan simpulan diatas maka analisis temuan hasil pemeriksaan bersama 

KKKS dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

a. Bagi Satgas Pemeriksaan Bersama digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan kegiatan Consulting dan Assurance yang akan 

dilakukan terhadap KKS. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan kompilasi untuk memetakan 

kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas antara Pemerintah 

Republik Indonesia dengan Kontraktor sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Kontrak Kerja Sama. 
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